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Abstract

The research on violence as women migrant workers communication behavior in Jakarta was based on the observation
ofthe reality of the violennce that endlessly (even flourishing) experienced by Indonesian women migrant workers in Jakarta.
Physical, verbal, psychological, and even economic violence often experienced by women migrant workers. From the
observations the problem then was found that violence, as inappropriate behavior experienced by women migrant workers,
was closely related to the communication ability, language skill, and cultural understanding of women migrant workers at their
work sites, Saudi Arabia and Malaysia. The theoretical basis used to analyze the research finding was phenomenological
approach that especially explore the experience of actors or subjects (Indonesian women migrant workers) on the violence
as inappropriate communication behavior, tends hiding, to be a fact that can be revealed. In addition, the perspective of
intercultural communication included in this study, also used to see the context of communications and actions of women
migrant workers in countries of different cultures, values, and ideologies, particularly stereotypes and prejudices involved
in the violence on women migrant workers. Similarly, muted-group theory associated with this study, was used also to look
at gender relations that occur among violent offenders, namely employers and migrant women (as victims of violence or
inappropriate behavior) so they became a silent human being or powerless against the cultural and ideological domination
of their employers. The research method used was a qualitative approach, exploring through phenomenological method
that required in-depth investigation of the violence. The conclusion of the research was that the reality of violence behavior,
as an inappropriate communication to Indonesian women migrant workers, was more physical, verbal, psychological, and
economic expression in their private areas by the employers who still held the value, culture and patriarchal ideology,
feudalism, and their lack understanding on the real Indonesian character and culture.
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Abstrak

Penelitian tentang fenomenologi kekerasan sebagai perilaku komunikasi pada buruh migran perempuan Indonesia
di Jakarta ini didasarkan atas pengamatan terhadap realitas kekerasan yang terjadi atau dialami para buruh migran
perempuan di Indonesia yang tidak kunjung selesai, bahkan semakin marak. Kekerasan fisik, verbal, psikologis, bahkan
ekonomi kerap dialami buruh migran perempuan. Dari hasil pengamatan ditemukan masalah, bahwa kasus kekerasan
sebagai perilaku komunikasi yang tidak pantas ini sangat terkait dengan kemampuan komunikasi, penguasaan bahasa,
dan pemahaman budaya buruh migran perempuan di lokasi bekerja mereka, yaitu di Arab Saudi dan Malaysia. Dasar
teoritis yang digunakan untuk menganalisis masalah penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi yang secara khusus
memiliki tujuan mengeksplorasi pengalaman aktor atau subjek (buruh migran perempuan di Indonesia) tentang peristiwa
kekerasan, sebagai perilaku komunikasi tidak pantas yang menimpa mereka, yang selama ini tersembunyi, agar menjadi
fakta yang tampak. Perspektif komunikasi antarbudaya yang juga disertakan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat
konteks dan tindakan komunikasi buruh migran perempuan di negara yang berbeda budaya, nilai, dan ideologi. khususnya
stereotipe dan prasangka yang terlibat di dalam kekerasan pada buruh migran perempuan. Begitu pula muted-group theory
yang dikaitkan dengan penelitian ini untuk melihat relasi gender yang terjadi di antara pelaku kekerasan, yaitu majikan dan
buruh migran perempuan (sebagai korban kekerasan atau perilaku tidak pantas) sehingga mereka menjadi manusia yang
bisu atau tidak berdaya melawan dominasi budaya dan ideologi majikan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif, dilakukan melalui kajian fenomenologi yang menghendaki investigasi secara mendalam terhadap
kasus kekerasan yang menimpa TKW. Simpulan penelitian ini adalah bahwa realitas kekerasan atau perilaku komunikasi
yang tidak pantas terhadap buruh migran perempuan Indonesia lebih merupakan kekerasan fisik, verbal, psikologis, dan
ekonomi di wilayah privat TKW, dilakukan oleh majikan yang masih memegang nilai, budaya, dan ideologi patriarkis,
feodalisme, dan kekurangpahaman terhadap budaya dan karakter orang Indonesia yang sebenarnya.

Kata Kunci:
Kajian Fenomenologi-Perilaku Komunikasi Kekerasan-Buruh Migrant Perempuan
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A. Perempuan dan Komunikasi Kekerasan

Perempuan adalah aktor komunikasi, baik
di ruang privat maupun publik. Sebagai aktor
komunikasi tentu dituntut untuk dapat mengak-
selerasi diri terhadap perubahan-perubahan
yang terjadi di muka bumi ini. Salah satu per-
ubahan ini adalah adanya tuntutan perempuan
untuk mampu mengkomunikasikan kepenting-
annya pada kebutuhan ekonomi, sosial, dan
budaya yang semakin meningkat tajam. Ketiga
perubahan tersebut berimplikasi terhadap pola
kerja perempuan sebagai aktor aktif keluarga
mereka. Dalam era pembangunan di Indonesia,
dasawarsa 1970-an memang telah ditandai
oleh banyaknya perubahan, termasuk perubah-
an pola kerja kaum perempuan. Mayling Oey
(2004:127) menyebutkan tiga faktor penyebab-
nya. Pertama, pertumbuhan penduduk usia ker-
ja yang terus menerus tinggi, akibat kesuburan
atau kehamilan penduduk di masa lalu, yang
menciptakan tekanan penduduk, khususnya di
Jawa. Kedua, kepesatan pertumbuhan ekonomi
Indonesia selama dasawarsa sebelumnya. Ini
dibuktikan oleh kenaikan tahunan sebesar 7,3
persen dalam produk domestik bruto (PDB)
antara 1971 dan 1980. Ketiga, meskipun fak-
tor penyebab khususnya tak dapat dipastikan,
namun dapat dikemukakan bahwa kemajuan
ekonomi yang pesat itu telah mendorong pe-
rubahan sosial yang begitu cepat. Pendapat
Mayling Oey ini tidak berlebihan bila menuntut
perempuan untuk lebih aktif dalam komunikasi.
Karena tanpa komunikasi, kebutuhan mereka
tidak akan muncul memenuhi hidup mereka.

Perubahan sosial ini juga memunculkan
realitas berubahnya pola komunikasi dan orien-
tasi kerja perempuan, yang semula cenderung
memiliki moto “makan tidak makan asal kum-
pul” mereka suarakan pada orang lain menjadi
“berkumpul terus kapan majunya?”. Pola pikir
atau orientasi tersebut yang membuat perem-
puan Indonesia memiliki keberanian untuk
mengungkapkan kebutuhan mereka dengan
meninggalkan keluarga demi perubahan hidup
keluarganya. Akhirnya, perempuan tersebut
terlibat interaksi dan komunikasi yang intens
dengan pihak seperti PPTKIS yang dapat men-
jadikan mereka TKW atau buruh migrant di luar

238

negeri. Realitasnya kemudian memberikan bukti
yang menakjubkan, bahwa Indonesia dikenal
sebagai negara dengan jumlah pekerja migran
terbesar. Harian Kompas menyebut ada sekitar
enam juta warga negara Indonesia yang bekerja
di luar negeri dan 80 persen di antaranya adalah
perempuan. Dari jumlah tersebut, 70 persen di
antaranya bekerja sebagai pembantu rumah
tangga (Kompas, 14 Nopember 2009). Na-
mun sayangnya, keputusan perempuan untuk
menjadi buruh migran sebagai hasil perubahan
orientasi perempuan ini tidak diiringi perubah-
an pada kemampuan komunikasi yang kritis
dan komprehensif di bidang mereka di tempat
kerja, padahal mereka hidup di abad komunikasi
dan informasi yang sangat cepat dan canggih.
Khususnya, pengenalan budaya yang baik
di negeri pribumi. Dunia kerja sebagai public
sphere tempat mereka bekerja yang terlibat di
dalamnya tidak bisa disikapi dan ditindaki oleh
perilaku komunikasi seperti di dunia privat.

Realitas lainnya adalah jumlah pekerja
migran perempuan atau tenaga kerja wanita
(TKW) asal Indonesia ini meskipun tergolong
besar, tetapi tidak sebanding dengan nasib dan
masa depan mereka sebagai pahlawan devisa
Negara, karena posisi tawar mereka lemah di
tambah ketidakmampuan dalam komunikasi.
TKW seringkali mendapat perlakukan tidak adil
berupa penyiksaan, pemerkosaan, dan pem-
bunuhan. Perilaku komunikasi kurang pantas,
baik fisik maupun non-fisik yang diperoleh TKW
(buruh migran perempuan) Indonesia seolah
mencerminkan kegagalan pemerintah dalam
memberikan perlindungan hukum kepada pahla-
wan devisa. Potret ketidakadilan terhadap TKW
yang mengadu nasib di luar negeri semakin me-
nambah luka dan harga diri bangsa Indonesia,
semakin terinjak-injak oleh bangsa lain.

Tanpa pembekalan keterampilan (skill), pe-
nyuluhan bahasa dan budaya setempat, akan
rawan terjadi ketidakpuasan sang majikan yang
menggaji mereka, yang bukan tidak mungkin
akan berujung pada tindakan-tindakan pelece-
han seksual dan kekerasan kepada TKW/TKI.
Contoh nyata dari hambatan komunikasi yang
berakibat fatal ini terjadi pada kasus Sumiati
asal Dompu Bima Nusa Tenggara Barat, yang
terluka parah akibat digunting majikannya di
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Madinah, Arab Saudi. Seperti yang ditegaskan
oleh pengamat hukum dari Universitas Mulawar-
man, Samarinda, Sarosa Hamongpranoto, yang
menilai bahwa Sumiati tidak memiliki kemam-
puan komunikasi yang baik dengan majikan, di-
sebabkan dirinya tidak mampu berbahasa Arab
dan Inggris, dan mengenali budaya majikan,
sehingga memunculkan tindakan kekerasan dari
maijikan. http//www. formatnews.com.

Perilaku komunikasi yang sangat menyakit-
kan, berupa penyiksaan buruh migran perem-
puan yang mengadu nasib di luar negeri, yang
mengalami hukuman mati di Arab Saudi karena
membunuh majikan yang kerap menyiksanya
secara fisik, menimpa Ruyati. Pemicu masalah
TKW Ruyati binti Satubi salah satunya adalah
kultur yang berbeda, sehingga terjadinya misko-
munikasi antarbudaya. Seharusnya TKW sebe-
lum berangkat ke negara lain, perlu di-fraining
(dilatih) oleh pemerintah tentang budaya,
bahasa, tradisi, dan kebiasaan masyarakat di
negara tempat TKW bekerja.

Kekerasan demi kekerasan yang menimpa
tenaga kerja Indonesia di luar negeri sungguh
membuat martabat dan harga diri bangsa de-
mikian rendah. Perlindungan terhadap TKI dari
pemerintah, dalam hal ini Kementrian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI juga sangat
lemah, sehingga setelah ada kejadian pemerin-
tah baru ramai-ramai mengambil langkah penye-
lesaian. Kasus ini tampaknya tidak diselesaikan
dengan penggunaan pola komunikasi yang
komprehensif dan efektif. Kesannya pemerintah
sangat reaktif, tetapi tidak antisipatif.

Sebagai misal terkait kasus Sumiati, presi-
den segera menggelar rapat kabinet khusus
untuk menyelesaikan masalah tersebut de-
ngan mengundang menteri terkait, tetapi akar
permasalahan dan persoalan TKI/TKW secara
keseluruhan tampaknya tidak tersentuh. Oleh
karena tidak ada grand design pembangun-
an ketenagakerjaan dan model komunikasi
yang pro-buruh migran, kasus demi kasus
mirip Sumiati akan terus terjadi. Pertanyaan-
nya, apakah permasalahan TKI yang sudah
lama terjadi tidak cukup menjadi pelajaran bagi
bangsa Indonesia untuk membangun sistem
ketenagakerjaan dan komunikasi Indonesia
yang berorientasi pada buruh migrant?

Penganiayaan juga dialami oleh Kikim
Komalasari, seorang TKI asal Cianjur, Jawa
Barat, yang bekerja di Arab Saudi. Bedanya,
kalau Sumiati masih hidup, Kikim disiksa maji-
kannya sampai tewas. Jenazahnya dibuang ke
tong sampah. Konon, ia dibunuh majikannya
tiga hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Infor-
masi mengenai kematian Kikim disampaikan
oleh seorang relawan Posko Perjuangan TKI
(Pospertki) PDI-Perjuangan di Kota Abha. Ini
membuktikan fungsi komunikasi dan informasi,
dalam hal ini monitoring dan pengawasan TKI,
yang dijadikan alat meminta tambahan ang-
garan BNP2TKI dan Kemenakertrans pada
DPR, tidak tepat fungsi. Pesan informatif atau
pernyataan pemerintah yang menyatakan
tentang rendahnya persentase masalah yang
dihadapi TKI, yakni 0,01 persen, juga lebih
menunjuk makna retorika politik. Pola komu-
nikasi ini mengisyaratkan adanya upaya untuk
menyederhanakan masalah melalui angka.
Sejatinya, perilaku komunikasi yang tidak ma-
nusiawi terhadap seorang TKI saja, cukup bagi
negara memperjuangkannya. Menjadi tidak
manusiawi apabila harus menunggu angka sig-
nifikan. Sebab, negara berkewajiban melindungi
keselamatan setiap warga Negara. Pemerintah
belum memiliki proper sense of humanity, juga
tidak memiliki kemampuan berkomunikasi se-
cara tegas untuk meyakinkan bangsanya yang
menjadi TKI berani menekan negara pengguna
TKI. Peran komunikator pemerintah yang tidak
berfungsi, membawa implikasi kredibilitas dan
power pemerintah tereduksi, baik di mata bang-
sanya sendiri maupun di mata negara asing.

Penyiksaan dan eksploitasi terhadap buruh
migran perempuan, salah satunya terjadi karena
faktor kemiskinan. Sebagai kaum miskin, perem-
puan tidak memiliki kemampuan melawan,
menjadi lemah, dan pasrah. Ketidakberdayaan
tersebut disebabkan hilangnya hak bersuara
dan mengkomunikasikan keberadaan mereka,
secara lugas dan informatif. Berdasarkan data
Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 70 persen
dari total jumlah orang miskin di Indonesia ada-
lah perempuan. Russo dan Denmark (1984)
menyatakan bahwa di dunia pada tahun 1981
saja representasi perempuan yang hidup di
bawah garis kemiskinan mencapai 63 persen.
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Keadaan tersebut merupakan bentuk feminisasi
kemiskinan sehingga menjadi masalah yang
sangat serius, padahal banyak keluarga yang
bertopang hidup pada kaum perempuan. Me-
reka bekerja dengan gaji yang sama sekali tidak
bisa membantu mengangkatnya dari jurang
kemiskinan. Pada tahun 1987, di dunia dari
sekitar 4,7 juta pekerja perempuan, 65 persen-
nya bekerja di sektor penjualan dan pelayanan
(Unger dan Crawford, 1992: 456)

Migrant CARE pada tahun 2009 melapor-
kan, terjadi 5314 kasus kekerasan terhadap
buruh migran Indonesia. Dari 5314 kasus itu,
97 persen dialami oleh perempuan, sementara
hanya 3 persen dialami oleh laki-laki. Terjadi
juga 1018 kasus kematian buruh migran di ta-
hun 2009. Dari 1018 kematian tersebut, kasus
kematian karena kecelakaan kerja berjumlah 90
kasus, sementara kematian karena kekerasan
berjumlah 89 kasus. Kematian yang tidak dike-
tahui sebabnya berjumlah 268 kasus. Wahyu
Susilo mengemukakan, bahwa diskriminasi
buruh migran perempuan Indonesia tidak me-
ngenal tempat. Di dalam negeri, mereka tidak
saja diperlakukan sebagai komoditas dan war-
ga negara kelas dua, mereka juga mendapat
perlakuan yang diskriminatif, baik mulai saat
perekrutan, penampungan, pemberangkatan,
maupun saat kepulangan. Terminal Il Bandara
Soekarno Hatta merupakan tempat nyata dari
bentuk diskriminasi terhadap buruh migran
perempuan Indonesia, karena memisahkan
mereka dengan penumpang umum lainnya.
Sebagai buruh asing di negara tempat be-
kerja, TKI juga diberlakukan secara diskriminatif.
Mereka dilarang mendirikan forum komunikasi
atau serikat buruh atau masuk dalam serikat
buruh setempat. Buruh migran perempuan
yang bekerja di sektor domestik (Pembantu
Rumah Tangga) memperoleh upah lebih rendah
dibanding buruh migran laki-laki. Waktu kerja
ketat, banyak menghalang-halangi buruh migran
menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya.
(Jurnal Perempuan, Edisi 26 tahun 2002: 54).
Potensi komunikasi dan interaksi di antara bu-
ruh migran perempuan dan pihak luar menjadi
tertutup, bahkan seringkali terjadi disinformasi.

Realitas ketertutupan komunikasi tersebut
sangat berlawanan dengan keberadaan buruh
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migran perempuan (TKW) Indonesia di Singapu-
ra, seperti yang diungkapkan Dewi, seorang
buruh migran perempuan Indonesia asal Ciamis
(Jawa Barat). “Victoria Park, bisa sebagai wadah
komunikasi berbagai hal, karena kalau hari libur
TKW berkumpul di sini,” ujar dia mengenai ta-
man di tengah kota yang menjadi tempat khusus
komunitas TKW setiap Hari Minggu. la memuiji
sikap pemerintah Hongkong dan aktivis wanita-
nya yang serius menangani kasus-kasus yang
menimpa TKI di Hongkong, yang jumlahnya
sekitar 130.000 orang. Beberapa aktivis pem-
bela perempuan Hongkong membagi-bagikan
brosur tentang cara-cara pengaduan jika me-
reka dirugikan majikannya dalam tiga bahasa,
Mandarin, Inggris, dan Indonesia

Penyebab terjadinya kekerasan dan perilaku
tidak manusiawi terhadap buruh migran perem-
puan Indonesia di Arab Saudi (sebagai) salah
satu negara pengguna TKW menurut seorang
anggota DPRD, NTB, bidang Kesra dan Tenaga
Kerja, TGH Hazmi Hamzar adalah persoalan
bahasa dan pengenalan budaya. Persoalan
bahasa, tenaga kerja Indonesia banyak yang di-
berangkatkan dalam kondisi kepahaman bahasa
yang minim, sehingga menjadi faktor pengham-
bat komunikasi antara seorang pekerja dengan
majikan. Kemampuan mengenal budaya, juga
menghambat komunikasi, lebih parah lagi dapat
mengancam keselamatan diri TKW.

Mengenai urgensi komunikasi sebagai fak-
tor penting bagi reduksi dan solusi kekerasan
pada TKW dikemukakan pula oleh Judy C.
Pearson dan Paul E. Nelson, bahwa komunikasi
mempunyai dua fungsi umum. Pertama, untuk
kelangsungan hidup diri sendiri, yang meliputi
keselamatan fisik, meningkatkan kesadaran
pribadi, penampilan pribadi, dan pencapai-
an tujuan hidup. Kedua, untuk kelangsungan
hidup masyarakat, tepatnya untuk memper-
baiki hubungan sosial dan mengembangkan
keberadaan suatu masyarakat.

Fenomena banyaknya perempuan yang
bekerja di sektor domestik diungkapkan Nievva
Guttek (1987), bahwa kebanyakan perempuan
bekerja di bagian pelayanan tempat peker-
jaan mereka tidak jauh berbeda saat mereka
di rumah, seperti membersihkan rumah, me-
nyediakan makanan, mengasuh anak, baik di
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rumah majikan maupun rumah sakit atau kan-
tor. Stereotipe feminin yang melihat pekerjaan
perempuan sebagai produk alamiah bukan
didasarkan pada kompetensi individual, ini tentu
saja memapankan terjadinya devaluasi terhadap
pekerjaan perempuan (Unger dan Crawford,
1996: 452).

Stereotipe feminin dalam persoalan buruh
migran perempuan menjadi persoalan yang
tidak bisa dilepaskan dari relasi kuasa dan isu
jender. PRT migran berada pada relasi kuasa
yang amat timpang karena mereka perempuan
dan bekerja dalam sektor informal rumah tang-
ga. Di rumah, perempuan calon buruh migran,
terutama yang masih muda, kerap mengalami
pemaksaan dari lingkungannya yang miskin
untuk segera bekerja. Pendidikan yang rendah
menyebabkan peluang kerja yang tersedia
biasanya sebagai PRT. Begitu keluar rumah,
mereka menjadi korban perekrut tenaga kerja.
Di tempat kerja, status pekerja informal mem-
buat mereka tidak memiliki posisi tawar dengan
majikan. Kemampuan komunikasi buruh migran
perempuan Indonesia sangat lemah, sehingga
tidak mampu menyuarakan pandangan dan
perasaan mereka secara terbuka (speech-
less).

Pengalaman yang menunjukan betapa
rentannya tenaga kerja wanita (TKW) dalam
kasus-kasus eksploitasi dan pelecehan seksual
ini seharusnaya mendapat perhatian ekstra
khusus. Meskipun, kasus Nirmala Bonat bebe-
rapa saat lalu, tergolong kasus TKW yang telah
mendapatkan perhatian khusus, tetapi tidak
sedikit kasus penyiksaan, pelecehan seksual
dan upah kerja tidak dibayar luput dari perhatian
publik. Sebagian kasus tersebut memang belum
merepresentasikan problem pekerja migran
yang sesungguhnya, karena bisa jadi melebihi
penderitaan ‘Nirmala’ lainnya yang tidak sempat
diliput media. Begitu pula, kasus-kasus TKW
yang terkena hukuman mati akibat hubungan
seks di luar nikah di Timur Tengah mestinya
merupakan persoalan nasional. Namun, upaya
pemerintah terkesan parsial dan musiman.
Status pekerja migran, termasuk yang ilegal
timbul disebabkan oleh karena ketidaksesuaian
kompetensi pekerjaan (mismatched of qualifica-
tion) yang tersedia dan PRT di luar negeri telah

menjadi penyebabnya. Padahal, tidak seorang
pun menafikkan betapa besarnya devisa buruh
migran perempuan bagi negara.

Peran komunikasi dilibatkan dalam perso-
alan kekerasan pada buruh migran perempuan
karena penyebab kekerasan secara potensial
bisa terjadi karena adanya kendala komunikasi
(barriers of communication) di antara pelaku dan
korban. Deddy Mulyana (1999: 9) mengung-
kapkan, bahwa kita tidak boleh menyepelekan
perbedaan budaya antara TKW dan majikan
mereka yang bisa menimbulkan konflik komu-
nikasi antara kedua pihak. Benturan budaya
lebih mungkin lagi terjadi apabila keluarga,
misalnya Arab Saudi atau Malaysia (sebagai
negara Islam) tidak menghayati dan mengamal-
kan agama mereka. Keluarga Arab Saudi yang
menzalimi pembantunya dengan mengurungnya
sepanjang waktu, tidak memberinya upah yang
dijanjikan, menyiksanya atau memperkosanya,
tidak akan terjadi apabila mereka yakin bahwa
perbuatan tersebut bertentangan dengan ajar-
an Islam. Sifat dan perilaku bangsa Arab atau
Malaysia, dan negara lainnya dalam kehidup-
an sehari-hati bersifat cultural semata, bukan
perwujudan keyakinan mereka pada agama.
Bangsa Arab Saudi memiliki budaya “kehormat-
an adalah segalanya” atau etnosentrisme yang
kuat, sehingga menganggap bangsa lain lebih
rendah, termasuk perempuan Indonesia yang
menjadi buruh mereka.

Young Yun Kim (1982: 364) menegaskan,
bahwa buruh migran perempuan sebagai pen-
datang harus memiliki potensi akulturasi yang
memadai untuk dapat beradaptasi dengan
budaya asing atau baru. Potensi akulturasi itu
ditentukan oleh faktor-faktor: kemiripan antara
budaya asli (buruh migran perempuan) dengan
budaya pribumi (Arab, Malaysia, dan seba-
gainya), usia saat berimigrasi atau saat men-
jadi buruh migran, latar belakang pendidikan,
karakteristik kepribadian (komunikatif, interaktif,
dan toleran), dan pengetahuan tentang budaya
pribumi

Fenomena buruh migran perempuan (TKW)
dalam perspektif makro dipandang sebagai
akibat bekerjanya struktur sosial ekonomi, insti-
tusi sosial, budaya, dan kebijakan negara yang
mengabaikan masyarakat miskin. Fenomena
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buruh migran perempuan adalah produk sistem
sosial dan budaya. Buruh migran perempuan
sebagai makhluk berbudaya atau warga
masyarakat tidak terhindarkan harus mengi-
kuti scenario format sistem sosial, budaya,
dan kebijakan pembangunan. Menjadi buruh
migran perempuan seolah sebagai suatu model
adaptasi bagi perempuan pedesaan untuk me-
nyambung dan mempertahankan kehidupan diri
dan keluarganya. Persoalannya, model adaptasi
dengan menjadi buruh migran perempuan ini
justru kontraproduktif ketika mereka menjadi
korban kekerasan karena ketidak mampuan-
nya mengikuti prosedur resmi sebagaimana
dikatakan Robert. K. Merton (1968), sebagai
illegitimate mean.

B. Permasalahan Buruh Migran Perempuan

Fenomena kekerasan sebagai perilaku
komunikasi tidak pantas pada buruh migran
perempuan Indonesia merupakan masalah
krusial yang dihadapi Indonesia. Budaya komu-
nikasi koersif atau kekerasan yang dilakukan
maijikan buruh migran perempuan disinyalisasi
telah sangat merugikan dan membuat penderi-
taan bahkan trauma bagi korban yang menga-
lami kekerasan. Peran pemerintah, BNP2TKI,
agensi TKI, buruh migran perempuan, pengguna
jasa buruh migran perempuan, masyarakat,
harus lebih memiliki kesadaran, pemahaman,
juga kemampuan komunikasi yang kritis dan
strategis dalam memaknai budaya kekerasan
sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang
sangat merendahkan harga diri bangsa. Rumus-
an masalah yang diajukan adalah fenomena
apakah yang terjadi dalam kekerasan sebagai
perilaku komunikasi (tidak pantas) pada buruh
migran perempuan Indonesia ini, kesadaran
dan pemahaman makna-makna apakah yang
muncul pada diri korban terhadap perilaku ko-
munikasi (yang tidak pantas) atau kekerasan
tersebut, bagaimana bentuk, pola, dan aksi
kekerasan sebagai perilaku komunikasi (tidak
pantas) yang dilakukan pelaku kekerasan, dan
bagaimana upaya penanganan dan tindakan
komunikasi pemerintah, BNP2TKI, dan pihak
kompeten lainnya pada kekerasan buruh migran
perempuan Indonesia. Tujuan Penelitian adalah
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untuk mengeksplorasi fenomena kekerasan
sebagai perilaku komunikasi pada buruh migran
perempuan Indonesia, mengeksplorasi proses
konstruksi kesadaran dan pemaknaan yang
berlangsung atau muncul pada buruh migran




































